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Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan
rakhmat-Nya Seminar Nasional dengan tema "Pertanggungjawaban Hukum
Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara” yang diselenggarakan oleh Fakultas
Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dapat diselesaikan.

Tema yang diangkat dalam Seminar Nasional ini merupakan isu hukum vang sensitif
dan menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Dalam realitasnya, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, serin gkali terjadi
persoalan hukum mengenai kerugian keuangan dalam pengelolaan keuangan negara
sebagai implikasi dari korupsi, penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan
hukum, Berkaitan dengan isu tersebut, pembahasan secara lugas dalam penyelesaian
dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan keuangan negara perlu
dilakukan secara integratif oleh berbagai pihak sesuai dengan pendekatan
hukumnya. Dengan demikian, semua pemangku kepentingan akan mendapatkan
pemahaman yang terang dan berimbang dalam memberikan tindakan yang tepat
guna penyelesaian hulum melalui proses hukum yang tepat.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam
pengembangan sistem pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya dengan
pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Akhir kata, kepada semua pihak yang
telah membantu tersusunnya prosiding ini dan pelaksanaan Seminar Nasional ini,
kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, Oktober 2017
Dekan Fakultas Hukum

Universitas [enderal Soedirman

Prof. Dr. E_Maman herman, S.H., M.Sc.
NIP. 196707111995121001
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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Agus Raharjo
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto - Indonesia
E-mail: agus.raharjo007@gmail.com

Abstrak

Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan perpaduan
antara dua jenis white collar crime, yaitu organizational occupational crime
dan government occupational crime (pejabat pemerintah atau birokrasi).
Perpaduan ini membawa akibat yang luar bisa, bukan hanya merugikan
keuangan negara, akan tetapi menghambat pembangunan serta menimbulkan
korban yang sifatnya massal meski terkadang korban tidak merasakannya
secara langsung. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menetapkan bahwa korporasi dapat
melakukan tindak pidana korupsi di samping para pengurusnya. Penggunaan
teori atau doktrin identifikasi untuk hal ini dapat dilakukan mengingat teori
ini dapat meminta pertanggungjawaban pidana korporasi beserta
pengurusnya. Akan tetapi dalam persoalan jenis sanksi pidana yang hanya
berupa denda saja meski dengan pemberatan, tampaknya tak cukup membuat
jera bagi korporasi karena dengan kekuasaan dan kekayaannya, denda
tersebut dapat terbayar. Perlu ada jenis sanksi pidana yang dapat membuat
korporasi jera sehingga tidak melakukan lagi kejahatan atau tindak pidana
korupsi

Kata kunci: korupsi, kejahatan korporasi, teori identifikasi, strict liability,
vicarious liability

A. Pendahuluan

Pada masyarakat industri dan perdagangan atau yang sedang menuju
ke arah sana, peran korporasi begitu besar dalam menopang kehidupan,
baik secara individu, sebagai kelompok, maupun sebagai bangsa. Hampir
tidak ada bidang atau segi kehidupan yang tak tersentuh korporasi.
Sebegitu pentingnya korporasi membuat ketergantungan kita kepada
korporasi begitu besar. Ketergantungan korporasi yang begitu besar
menyebabkan ia dapat memainkan perannya dalam pencapaian fujuan,

yaitu memperoleh keuntungan, dengan cara legal maupun illegal.
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Kekhawatiran akan peran illegal dari korporasi dalam perolehan
keuntungan patut diwaspadai mengingat jumlah kerugian materiil dan
immaterial yang ditimbulkannya begitu besar. Kerusakan yang
ditimbulkan akibat kejahatan korporasi bukan hanya berdampak secara
individual, akan tetapi juga terhadap masa depan bangsa termasuk
kerusakan lingkungan. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi
untuk mendapatkan ijin eksploitasi dilakukan dengan cara-cara yang tidak
benar, tentu dengan kolaborasi dari pemegang keputusan di bidang
tersebut. Hal ini menyebabkan persoalan mengenai pertanggungjawaban
pidana korporasi dalam hukum pidana menjadi perdebatan yang intens,
meskipun oleh peradilan pidana tidak direspon secara positif.

Seiring dengan berjalannya waktu, di mana pembangunan nasional
menyediakan pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan secara individual,
maka peran korporasi dalam pembangunan infrastruktur juga semakin
besar. Lagi pula dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu, pemerintah
mengharuskan pelaksana proyek haruslah sebuah usaha yang berbadan
hukum dengan klasifikasi atau kualifikasi tertentu. Upaya untuk
mendapatkan pekerjaan atau proyek yang ditawarkan itu merupakan
ladang bagi korporasi untuk menunjukkan kekuataannya, baik secara legal
maupun illegal.

Perkawinan antara dua kejahatan kerah putih (white collar crime) ini
(korupsi dan kejahatan korporasi) membawa dampak yang luar biasa. Tak
terbilang kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini, bukan hanya
dari segi materiil yang kerugian di dasarkan pada nilai proyek yang
diselewengkan, akan tetapi juga kerugian non materiil berupa
kesejahteraan rakyat yang seharusnya dapat ditingkatkan dengan adanya
proyek yang dijadikan sebagai objek kejahatan itu. Makalah ini hendak
menyoroti mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang
disebabkan oleh perilakunya berbuat korupsi, yang tentunya bekerjasama

atau kongkalingkong dengan pejabat pemerintah.
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B. Korupsi dan Kejahatan Korporasi sebagai White Collar Crime

Pembahasan mengenai kejahatan korporasi dan korupsi tidak lepas
dari penggolongan keduanya vang masuk dalam kategori White Collar
Crime (WCC). Dalam sebuah pidatonya yang kemudian menjadi terkenal,
Sutherland pada memperkenalkan konsep baru dalam dunia kejahatan,
yaitu white collar crime sebagai lawan dari blue collar crime. Menurut
Sutherland, WCC adalah “a violation of criminal law by the person of the
upper socio-economic class in the course of his occupational activities”.
Konsep ini di kemudian hari menjadi bahan perdebatan yang sengit antara
Sutherland, Paul Tappan, dan Ernest W. Burgess.

Awalnya, konsepsi WCC dibatasi pada perbuatan pidana (yang ada
dalam hukum pidana), namun dalam perkembangannya oleh para ahli
kriminologi, konsepsi WCC diperluas ke luar dari batasan hukum pidana.
Dari perdebatan para ahli kriminologi, maka pengertian “person” dalam
rumusan WCC yang terdahulu, dikaitkan dengan mereka yang
menjalankan perusahaan (corporation). Kejahatan korporasi inilah yang
pada dasarnya merupakan fokus WCC, meskipun di luar hal ini tetap
termasuk di dalamnya kejahatan oleh manusia (natuurlijke person) yang
mempunyai “high social status”. Pada akhir perdebatan ini simpulkan
bahwa pada rumusan Sutherland, masih harus ditambahkan satu unsur
lagi, yaitu “violation of trust”. Unsur lainnya adalah (a) it was a crime; (b)
committed by a person of respectability and (c) of high social status; (d} in
the course of his occupation. Huruf (d) adalah penting untuk membedakan
WCC dari “ordinary crimes committed by upper-class people”, sedangkan
unsur “vielation of trust” penting dalam mengerti apa yang dimaksud

dengan “corporate crime” sebagai bagian dari WCC.1 Dengan kata lain dapat

' Mardjone Reksodiputro, 1994, Kemagjuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan
(Kumpulan Karangan Buku Kesatu), Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian
Hukum d/h Lembaga Kriminologi Indonesia Universitas Indonesia, hlm. 66-67
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Ada berbagai nama untuk menyebut corporate crime ini, seperti
Simon dan Eitzen (1982) yang menyebutnya sebagai elite deviance, “elite
deviance be either criminal or noncriminal in nature”. Istilah lain adalak
official deviance (Quinney, Clark and Hollinger), corporate and
governmental deviance (Douglas and Johnson), occupational crime (Green),
economic crime (Wickman and Dailey).6

Sebagai sebuah entitas dalam dunia bisnis, keberadaan korporasi
memang tak dapat dielakkan, dengan kekuataan sumber daya dan sumber
dana yang tidak terbatas, ia bisa berbuat apa saja dan di mana saja.
Demildan pula ketika korporasi diperkenankan untuk ikut serta dalam
sebuah tender proyek pembangunan infrastrultur yang diselenggarakan
pemerintah, dan dalam keadaan tertentu pemerintah memang
mengharuskan peserta tender adalah korporasi dengan kualifikasi
tertentu. Berbagai cara akan ditempuh - baik legal maupun illegal - untuk
mendapatkan atau memperoleh pekerjaan itu. Demikian pula pada setiap
tahap pengambilan keputusan pada lembaga legislatif, tak lepas dari
campur tangan korporasi, apalagi sekarang banyak pengusaha yang
menjadi politisi atau sebaliknya politisi yang berusaha menjadi pengusaha.

Berbagai cara ditempuh untuk mempengaruhi para birokrat dalam
kabinet maupun lembaga pemerintahan atau dengan cara mempengaruhs
para politisi dengan berbagai jalan. Para pengusaha besar ini selalu
berusaha menjegal berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat
menghambat gerak-gerik para pengusaha ini dalam kegiatan korporasi
mereka. Dan bilamana mereka tetap dituduh, mereka menggunakan
sejumlah alasan pembelaan yang bersifat yuridis maupun ekonomis. Para

pemimpin korporasi merasa bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu

® |.E.Sahetapy, 1994, Kejohatan Korporasi, Bandung: Eresco, hlm. 1-2,
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sebetulnya “harus dapat dipahami”, karena menurut mereka corporate
ececutive believe that unethical and illegal practices are common.”

Tidaklah mengherankan kalua kaum elit yang berkuasa ini, terutama
dalam kedudukan mereka sebagai pemimpin korporasi yang oleh Edward
Alsworth Rose dinamakan “captains of industry”, dipandang sebagai
“pendosa-pendosa baru”, yang merupakan kelompok manusia yang
“criminaloid”. Ross dan juga Henderson menyebut para “captains of
Industry” sebagal “educated criminals”, alias penjahat-penahat terpelajar
(berpendidikan).?

Menurut Muladi, dalam kenyataannya nampak bahwa kejahatan
kerah putih (white collar crime), baik perumusan hukum maupun status
kriminal si pelaku bersifat mendua (ambiguous). Hal ini berarti bahwa
dalam kejahatan tersebut yang menyangkut pula kejahatan korporasi
{corporate crime), terdapat batas yang sempit antara legalitas, illegalitas
dan kriminalitas. Pada kejahatan organisasi, lJandasan rasional dalam
penggunaan hukum pidana bukan semata-mata didasarkan atas
pertimbangan bahwa perbuatan tersebut morally wrong, tetapi demi
perlindungan masy;rakat (in order to protect the public). Dalam
terminologi hukum pidana, tindak pidana semacam itu disebut mala
prohibita, bukan mala in se

Penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan ole korporasi
tidaklah mudah. Korporasi akan selalu berusaha untuk menghindari
peradilan dengan segala daya dan upaya yang ada. Kesulitan dalam
penegakan hukum ataupun pengendalian terhadap kejahatan korporasi
dapat disebabkan karena beberapa hal:10

oo s

10

{bid, hlm. 8-9

Ihid, hlm. 10,

Muladi, "Korban Kejahatn Korporasi”, dalam J.E. Sahetapy (ed). 1995, Bunga Rampai
Viktimisasi, Bandung: Eresco, hlm. 90-91

Mardjone Reksodiputro, op.cit, him. 68. Hal senada pernah diungkapkan oleh Greer.
Menurut Green, kesulitan yang dihadapi dalam penegakan hukum bersebab karena tiga
hal, (a) Para penjahat dalam menjalankan perbuatar mereka vang tidak terpuji itu, acapkali
tidak diketahui oleh lembaga penegak hukum dan instansi administrasi yang bertugas
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1. Korporasi (sebagai pelaku kejahatan yang potensial) pada umumnya
mempunyai "lobby” yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun
cara-cara menanggulangi kejahatan korporasi;

2. Menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun
menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah.

Pada persoalan korupsi yang dilakukan oleh korporasi, maka di sini
sebenarnya terdapat kolaborasi antara korporasi dengan pejabat
pemerintah pengambil keputusan. Banyak pejabat pemerintah yang
tertangkap tangan karena menerima uang suap dari korporasi yang
berkaitan dengan penerbitan ijin atau hal yang lain. Dalam hal ini patut
direnungkan ucapan Kautilya berabad-abad lampau. la mengucapkan
bahwa tidaklah mungkin baginya abdi negara untuk tidak memakan
sekurang-kurangnya secuil dari kekayaan yang raja. Persoalannya adalah
seberapa besar secuil itu harus diukur atau ditafsirkan atau ditetapkan
kritriumnya.*1 Artinya, tidaklah ada yang bersih pada para pejabat
pemerintah, selalu saja ada korupsi pada perbuatan pejabat meski
jumlahnya sangat kecil.

Besar kecilnya materi yang dikorupsi memang tidak menjadikan
mereka tersangka pada kasus korupsi, hanya karena belum ketahuan saja,
atau nilainya terlalu kecil. Jika mereka belum tertangkap atau diadili,
mereka dapat tetap melakukan perbuatannya itu, mereka dapat
berlindung di balik berbagai macam selubung seperti yang dikatakan oleh
Sahetapy:

Masih ada penjahat yang berkeliaran di luar lembaga
pemasyarakatan oleh karena dilindungi atau terlindung oleh
berbagal macam selubung: selubung kekuasaan, selubung status
sosialnya, selubung karena kelemahan-kelemahan dalam perundang-
undangan yang bersangkutan, selubung kemampuan ekonomi,

mengawasi aktivitas korporasi; (b) Dan bilamana diketahui, maka penjahat (korporasi) itu
mungkin saja tidak diadili; dan (¢) Seandainya si penjahat diadili juga, maka ada
kemungkinan yang bersangkutan tidak dipidana. |.E. Sahetapy, 1994, op.cit, him. 23.

Y LE. Sshetapy, 1979, Kapita Selekta Kriminelogi, Bandung: Alumni, hlm. 46
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selubung karena lebih lihai daripada alat-alat penegak hukum dan
bermacam-macam ragam selubung.12

Apabila menggunakan ukuran tersebut di atas, maka hampir setiap
pejabat atau mereka yang pernah menjadi pejabat pernah melakukan ini.
inilah yang menjadi sebab adanya anggapan bahwa korupsi telah
membudaya dalam kehidupan bangsa, padahal apabila ditengkok kembali
mengenai konsep kebudayaan, sesungguhnya istilah tersebut tidaklah
perlu muncul Anggapan yang demikian dapat muncul, entah karena rasa
frustasi, bahkan ada yang menganggap perbuatan-perbuatan itu
(kejahatan terselubung) sebagai suatu faset kebudayaan. Friedman
mengemukakan bahwa “obviously, the type of conduct that particular
society considers as sufficiently worthy of condemnation to prohibit it by
criminal sanctions, is deeply influenced by the values governing that society”.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korupsi bukanlah suatu faset
2tau pun unsur kebudayaan kita karena secara gamblang telah dilarang
oleh undang-undang.13

Apabila dicari latar belakang atau sebab musabab mereka melakukan
kejahatann, tentu bukan karena kemiskinan karena pejabat atau korporasi
bukanlah tergolong miskin, justru kemakmuran dan kemewahan
merupakan faktor pendorong dan perangsang dalam melakukan kejahatan
terselubung. Kemakmuran material (materia! prosperity) - menurut istilah
Hermann Mannheim - merupakan faktor-faktor yang dapat mendorong
seseorang melakukan kejahatan terselubung.1

Mengapa mereka dapat merajalela dalam melakukan kejahatan
terselubung padahal undang-undang korupsi bagaikan anjing galak sudah

siap menerkam. Dari ungkapan Hermann Mannheim, mungkin dapat

= Ibid, hlm. 64. Lihat dan bandingkan penjelasan mengenai profil penjahat ini pada |.E.
Szhetapy, "Profil Penjahat’, dalam [E. Sahetapy dan B. Mardjone Reksodiputro, 1982,
cradoks delem Kriminelogi, Jakarta: Rajawali, hlm. 1-10
Ibid.,

* Ibid, hlm. 68-69
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diperoleh gambaran komparatif, “He exploits the weakness of society rather
than rebelling against its in Iqueties, and his interest in the reform of the legal,
political and social system is normally confined to changes which might
enable him to make more and more money and to get more and more
influence on order to exert increasing pressure to obtain his selfish objects”.
Kejahatan terselubung Pada dasarnya adalah kejahatan, bukan saja
immoral, tetapi juga anti social, namun “not usually held blameworthy
(dalam hal ini oleh yang berkuasa), “a mere non-consideration of the
demands of society and of living-together, a kind of behavior which testifies
to a person’s degree of socialization, an indication of a dangerous state”.
Jelaslah bahwa pengertian kejahatan terselubung lebih luar daripada
pengertian white collar crime5

Mereka yang berlindung di balik selubung, mereka yang melakukan
kejahatan dengan cara-cara priyayi, secara psikologis sebenarnya memiliki
kelainan dibanding orang-orang normal pada umumnya, Jika kejahatan
korporasi saja sudah menimbulkan korban yang sangat banyak dan
meluas, apalagi ditambah dengan kejahatan yang dilakukan oleh koruptor
(korupsi), maka akibatnya akan semakin mengerikan. Akan tetapi, apakah
masyarakat merasakan kengerian akibat perpaduan white collar crime
(organizational and government occupational crime) ini, atau malah tidak
merasakan sama sekali. Masyarakat sebagai korban seringkali tidak secara
langsung merasakan akibat dari kedua kejahatan itu, dan inilah yang
menyebabkan kengerian itu tidak dirasakannya, atau karena sudah
terbiasa hidup dalam kengerian, sehingga kengerian yang sering diderita
ttu akhirnva menjadi hal yang biasa saja. Inilah perlunya dimintakan
pertanggungjawaban pada korporasi agar tidak menebarkan kengerian
berikutnya vang hisa menjadi horror dalam kehidupan masyarakat

Indonesia,

15 Jhid, hlm, 74,
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Perlunya perhatian serius terhadap korporasi dalam perkar korupsi,

terungkap dalam Kongres PEB ke-9/1995 di Kairo. Dalam dokumen
kongres berkode A/CONF.169/5, antara

lain ditegaskan: Korporasi
mungkin terlibat

dalam “penyuapan para pejabat” untuk berbagai alasan,
Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai
bentuk perlakuan khusus /istimewa (preferential treatment) antara lain;16
a. Memberikan kontrak (awarding a contract)

Mempercepat/memperlancar izin (expediting licence)
Membuat perkecualian-perkecualian atay menutup mata terhadap

pelanggaran peraturan (making exception to regulatory standards or
turning a blind eye to violations of those standards).

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana
Korupsi

Persoalan  tentang pertanggungjawaban  pidana  korporasi,

merupakan suatu persoalan yang cukup rumit, bukan hanya dari segi
modus operandi dilakukannya kejahatan, akan tetapi pengaturan yang
terkait dengan hal tersebut terlampau sederhana sehingéé memerlukan
penafsiran. Apabila mengkaji pengaturan tentang korupsi, maka dijumpai

pembatasan tentang korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut kutipan

kedua pasal tersebut,

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00

Z=lam Kongres PBB sebelumnya yang ke-8/1990
“=rhadap “perusahaan-perusahaan” yang terlibat dalam perkara korupsi (to take

STTropriate measures against enterprises involved in corruption). Barda Nawawi Arief,

<01, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung:
== Aditya Bakti, hlm. 139-140 dan 152.153

juga ditegaskan agar ada tindakan
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(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar ru piah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsij sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertenty pidana mati dapat
dijatuhkan.

Pasal 3

kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atay

kedudulkan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan Pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan atay denda paling sedikit Rp.

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasar kedua pasal tersebut, jelas bahwa siapapun (orang atau
korporasi) Yang merugikan keuangan negara akan dimintaj
pertanggungjawaban berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang
dilakukannya. Artike] inj tidak membahas secara Panjang lebar apa itu
korupsi, sebab-sebah, maupun penjelasan tentang kerugian negara
ataupun mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hulum yang-
berkaitan dengan patut tidaknya dimintaj pertanggungjawaban pidana. 17
Artikel ini hanya fokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh
karena itu, marilah dilihat ketentuan dalam undang-undang tersebut yang
berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukn oleh kerporasi.

Pasal 29

(1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atay atas nama suatu

korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat

dilakukan terhadap korporasi dan atay pengurusnya.

7 Perdebatan téntang korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihar pada Loebby Logman,
2002, Kapita Selekta Tindak Pidang di Bidang Perekonomian, jakarta: Datacom, him. 29-32;
Muladi, 2002, Demokratisasi Hok Asasi Manusia, dan Reformasi Hulum di Indonesia,
Jakarta: The Hahibie Centre, him. 157-164; Romlj Atmasasimita, 2013, Kapita Selekta
Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana, Buky [ Fikahati Aneska, hlm, 176-181; L.E. Sahetapy,
1994, Kejoharan Korporas;, Bandung: Eresco, hlm. 32-39
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(2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak
pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak
dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun
bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi
maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi
menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula
memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang
pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka
panggilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan
tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal
pengurus atau di tempat pengurus berkantor.,

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya
pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah
1/3 (satu per tiga).

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan
kepengurusan korperasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran
dasar, termasuk mereka yang dalam kEn}Fataann‘j';i memilild kewenangan
dan jkut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan
sebagai tindak pidana korupsi. Dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa korporasi bisa menjadi pelaku tidak pidana dan dapat
pula dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk pertanggungjawaban
pidana, bisa dimintakan kepada pengurus saja, korporasinya saja, atau
dua-duanya. Pada ayat (2) disebutkan bahwa hanya pengurus yang
mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak untuk dan
atas nama korporasi yang bisa dimintai pertangsungjawaban pidana.

Apabila  mengacu  pada  perdebatan teoretis tentang
pertanggungjawaban pidana korporasi, maka ada tiga konsep dasar yang

berkaitan dengan hal tersebut, selain doktrin lain yang berkembang

kernudian. Pertama, teori identifikasi (identification theory) atau dikenal
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juga dengan dotrin pertanggungjawaban pidana langsung (direct liability

doctrine). Menurut teori ini, perbuatan,/kesalahan “pejabat senior” (senior

officer) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Siapakah

Ppejabat senior itu? Berdasarkan teori yang berkembang di Inggris, untuk

mengetahui hal tersebut, maka jawabannya adalah “hanya perbuatan

~ pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan

kepada korporasi; sedangkan di Amerika berkembang pemahaman bahwa
tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya,18

Apabila mengacu pada ketentuan dalam UU No.1Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas, maka pengertian “pejabat senior” akan kelihatan jelas.

Padal Pasal 82, ditentukan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas

pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta

mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian

Pasal 84 menentukan bahwa:

(1) Anggota direksi tidak berwenang untuk mewakili perseroan apabila:

(2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakilj perseroan
apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

(3) Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2). RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang
saham atau lebih untuk mewakili perseroan

Ketentuan tentang makna “pejabat senior” masih berlanjut pada

Pasal 85, yang menentukan bahwa:

(1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan

(2) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila
yang bersangkutan bersalah atau lalaj menjalankan tugasnya sesuai
dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1} tersebur di

atas

" Barda Nawawi Arief, 2003, Kaopita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakt, hlm.,
233
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(3) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit
1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
terhadap anggota direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya
menimbulkan kerugian pada perseroan

Berdasarkan ketentuan yang ada pada beberapa pasal dalam UU No. 1

Tahun 1995, terlihat jelas bahwa yang dimaksud “pejabat senior” adalah

direksi, yang mendapat amanat dari pemilik korporasi (pemegang saham)

agar bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Kedua, doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious
liahifity). Doktrin ini bertolak dari doktrin respondeat superior yang
didasarkan pada employment principle, bahwa majikan (employer) adalah
penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi the
servant’s act is the master’s act in law. Berkaitan dengan doktrin ini, Peter
Gillies membuat beberapa proposisi, yaitu:1?

a. Suatu perusahaan dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk
perbuatan yang - dilakukan oleh karyawan/agennya.
Pertanggungjawaban demikian I;anya timbul untuk delik yang
dilakukan secara viearious:

b. Dalam hubungannya dengan employment principle, delik-delik ini
sebagian besar atau seluruhnya merupakan summary offences yang
berkaitan dengan peraturan perdagangan;

¢. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaan, tidaklah
relevan menurut doktrin ini, Tidaklah penting bahwa majikan, baik
sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah mengarahkan atau
memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan
pelanggaran terhadap hukum pidana.

Dalam ajaran vicarious liability (tanggungjawab yang dialihkan, imputed

liability), maka pertanggungjawaban pidana dialibkan kepada orang lain

* Barda Nawawi Arief, 2003, 7bid, hlm. 236-237
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(manusia atau korporasi) oleh pelaku fisik, karena adanya hubungan
antara orang yang dipertanggungjawabkan dengan pelaku fisik.2¢

Barda Nawawi Arief mengartikan vicarious liability sebagai
pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan yang
dilakukan orang lain.21 Meski demikian, doktrin ini sebenarnya tidak selalu
diperlukan adanya hubungan majikan-pegawai seperti yang dikenal dalam
hukum perdata (vide Pasal 1357 KUH Perdata) karena hubungan tersebut
dapat juga dengan orang lain yang mewakili kepentingan (agents) suatu
korporasi. Doktrin ini perlu dicangkokkan pada system hukum
Indonesia.22

Ketiga, doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut
undang-undang (strict liability). Pertangsungjawaban pidana korporasi
dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang terlepas dari
dokirin identifikasi maupun vicarious liability, yaitu dalam hal korporsi
melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang
ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi
tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah companies offences,
situtional offences atau strict liability offences.2? '

Konsep strict Hiability (pada negara-negara anglo saxon/common law
system), dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana yang
melanggar kesejahteraan masyarakat (public welfare offenses), dimana
pada umumnya pelanggaran-pelanggaran besar terhadap ketentuan-
ketentuan tentang kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh korporasi.
Dalam system hukum kita tidak mengenal ajaran strict liahility
(tanggungjawab mutlak, absolute liability), maka dapat dipergunakan
ajaran “fait materief). Kedua ajaran tersebut menganggeap tidaklah penting

adanya unsur kesalahan dalam perbuatan korporasi. Konsep strict liability

Pt
21
Iz
3

Mardjono Reksodiputre, op.cit, 112.

Barda Nawawi Arief, 1994, Perbandingan Hukum Piduna, Jakarta: Rajawali, hlm. 33
Mardjono Reksodiputro, op.cit.

Barda Nawawi Arief, 2003, op.cit, hlm. 237-238
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20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya
menetapkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidaa denda
dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga). Melihat
pada jumlah kerugian yang mungkin diderita oleh negara, serta jumlah
korban yang sifatnya massal, nampaknya denda saja tidak cukup. Perluada
pemikiran agar ada jenis pidana yang lebih berat dan bisa membawa efek
jera yang lebih efektif lebih dari sekadar denda.2”

D. Simpulan

Ketergantungan kepada korporasi dalam kehidupan sehari-hari
memang tidak bisa dibantah, bahkan dari dalam kandungan sampai liang
lahat, ketergantungan itu nampak nyata, Ketergantungan ini membawa
dampak baik bagi korporasi, terutama bersangkut paut dengan faktor
keuntungan dan kelangsungan usaha, Akan tetapi pada sisi lain,
ketergantungan ini membawa sikap kurang kritis, waspada, dan
cenderung acuh terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh korporasi.
Korporasi saat ini telah merambah ke dalam tindak pidana korupsi.
Kolaborasi diantara dua jenis white collar crime (organizational and
government occupational crime) ini membawa dampak buruk bagi
keuangan negara, pembangunan, dan kepentingan masyarakat.
Pertanggungjawaban pidana korporasi melalui teori identifikasi dapat
membawa korporasi, pengurus, ataupun keduanya ke pengadilan, Meski
demikian, jika hanya sanksi pidana denda yang didapat, nampaknya tidak
akan membawa efek jera, karena dengan kekuasaan dan kekayaan yang
dimilikinya, denda maksimum ditambah sepertiga, bukan menjadi

# Bandingkan dengan pendapat Rufinus H. Hutauruk yang mengusulkan konsep alternatif
pemberian sanksi dan penyelesaian kejahatan korporasi melalu pendekatan restorative
dengan restitusi, program kerja social maupun kompensasi kepada korban. Lihat lebih
lengkap mengenai pemikiran ini pada Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013,
Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif” Suatu Terobosan
Hukum, |akarta: Sinar Grafika, hlm. 182-189
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persoalan susah bagi korporasi. Oleh karena itu diperlukan jenis pidana

yang benar-benar memberi efek jera bagi korporasi.
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